PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa beberapa pengaturan mengenai Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dianggap
belum tepat dan memberatkan masyarakat sehingga
perlu ditinjau kembali;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Menetapkan

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% ( nol
koma satu persen);

Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma
dua persen).

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku sejak



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan  Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2013

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di  Tubei
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR ......



